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PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Pangkalpinang , sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah,
sebagai Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Februari 2023 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalpinang pada tanggal 01 Maret 2023 dengan register perkara Nomor
132/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang
menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada
tanggal 02 Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/02/11/2004, tertanggal 02
Februari 2004 ;
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2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka Tengah,
selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pangkalpinang ,
sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
- Anak |, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada
15 Februari 2005, dan saat ini anak tersebut sedang menempuh
pendidikan di Bandung ;
- Anak Il, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang,
pada 10 Mei 2009;
- Anak lll, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang,
pada 13 April 2016, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam
asuhan Penggugat (Ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan
belas) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2022, ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan,
yang penyebabnya adalah sebagai berikut ;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada
Penggugat seperti melakukan pemukulan di bagian tubuh Penggugat,
serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada
Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-
nama binatang, dan Tergugat juga sering menghina Penggugat
apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Tergugat menjalani hubungan dengan Wanita ldaman Lain
yang diketahui Penggugat dari Tergugat yang salah kirim sebuah
video bersama Wanita Idaman Lain tersebut kepada Penggugat, serta

pengakuan dari Tergugat sendiri;
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- Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada

06 Februari 2023 yang disaksikan oleh Wanita Idaman Lain Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah
sejak 07 Februari 2023, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa
Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat. Penggugat yang telah kecewa
dengan Tergugat Kemudian menyetujui perkataan Tergugat. Tergugat
kemudian keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak
Penggugat dengan Tergugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha
untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk
hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak
berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di
pertahankan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat
(Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang
berlaku ;

4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap secara in person di persidangan, dan
Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal,

akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Rio Armanda, S.H.,M.H. sebagaimana laporan mediator
tanggal 28 Maret 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat telah
dibacakan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penggugat menyatakan tetap
pada gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan
jawaban secara lisan yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini
yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat, hususnya yang
menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,
adapun penyebabnya tidak seluruhnya benar sebagaimana yang didalilkan
Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan
Replik secara lisan yang yang intinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan
duplik, yang isinya tetap dengan jawabannya, dan menyatakan masih ingin
rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, Tergugat telah mengajukan
permohonan/ pemberitahuan adanya perceraian ke Badan Pertanahan
Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 12 April 2023,
namun hingga dibacakannya putusan ini belum keluar surat keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 019/02/11/2004, tertanggal 02 Februari
2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan,
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
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yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Pangkalpinang , di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah
pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Pangkalpinang ,
sampai dengan berpisah ;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis selama 18 (delapan belas) tahun, setelah itu sekitar
akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bercerita tentang
adanya pertengkaran antara Penggugat danTergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena Tergugat menjalani hubungan dengan Wanita Idaman Lain,
sering melakukan kekerasan fisik, dan telah menjatuhkan talak
kepada Penggugat pada 06 Februari 2023, yang akhirnya berpisah
sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, sudah ada usaha dari Penggugat
maupun Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
Saksi 2, Saksi Il, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pangkalpinang , di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah
pada sekitar tahun 2004;
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- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan H. M. Nur,
Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang,
sampai dengan berpisah ;

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis namun sekitar akhir tahun 2022 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat yang bercerita tentang
adanya perselisihan Penggugat danTergugat ;

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar
Saksi tidak mengetahui, yang akibatnya akhirnya berpisah sampai
sekarang;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, selama berpisah, sudah ada usaha dari Penggugat

maupun Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat tidak
mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan yang intinya kalau bisa masih
ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan
perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut
penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat
menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama
Pangkalpinang, untuk itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat
diterima dan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama
Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yang
masih terikat pernikahan sebagai suami istri yang sah sesuai bukti Akta Nikah
(P) yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai
bukti conditio sine qua non, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah
pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/persona standi in
judicio dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas legal standing yang sabh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim dalam
rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha
secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat
kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangga, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara
mu’asyaroh bilma’ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi
tidak berhasil, dan Penggugat serta Tergugat telah menjalani proses mediasi,

sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Rio Armanda,
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S.H.,M.H. dimana proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Surat permohonan untuk
melakukan perceraian atas nama Tergugat dari Kantor dimana Tergugat
bekerja maka dengan diselesaikannya kewajiban Tergugat tersebut, walau
sampai saat ini belum ada balasan, maka telah dapat memenuhi ketentuan
pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat(1) PP 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam
duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan
perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu
Saksi | dan Saksi Il, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli
bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)
sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta
autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi
penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 15 Halaman No.132/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I, memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan
ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan 175 R.Bg,
maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti
saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan
selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi
mengetahui bahwa dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak melihat dan mendengar
secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena
Tergugat sering berbicara kasar dan sering melakukan kekerasan fisik
terhadap Penggugat, Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering
mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat pada saat berselisih, bahkan
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang
lalu, dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi Il memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan
ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi
tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan
substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi
mengetahui bahwa dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar langsung
dari Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Penggugat mendalilkan
Tergugat sering berbicara kasar dan sering melakukan kekerasan fisik
terhadap Penggugat, Tergugat berhubungan dengan Wanita Idaman Lain dan,
bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Tergugat, akhirnya kini telah
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berpisah rumah sejak bulan Februari 2022 yang lalu, dan keluarga sudah
berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan dihubungkan dengan
keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak
bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan
demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil
gugatan cerai Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut
secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana
dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

menikah secara sah pada tanggal 02 Februari 2004, yang tercatat pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten/Kota

Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 019/02/11/2004, tertanggal 02 Februari 2004 ;

- Bahwa sejak akhir tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena

Tergugat menjalani hubungan dengan Wanita Idaman Lain, sering

melakukan kekerasan fisik, dan telah menjatuhkan talak kepada

Penggugat pada 06 Februari 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumabh;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami

istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat standi in judicio atau orang

yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab
perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana tersebut diatas,
merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (marriage
breakdown), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali
dalam rumah tangga (onheel baar tweespalt) dan sangat sulit untuk
mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan
Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu
mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:
O s, goxy ) uall
Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

tlaall wd> (e paso dwlaall <0

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian atas kesempatan yang
diberikan Majelis Hakim Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di
persidangan, maka dalam perkara ini Tergugat dianggap tidak dapat
membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawabannya Tergugat yang menyatakan
tetap ingin rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat
untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan
tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap
bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah
sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak
yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak
lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika
dipertahankan  akan  menimbulkan  madhorot  (penderitaan) yang

berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban
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mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan
lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat
dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam
kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nhomor 237 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam
satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa
keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan
fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud
penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara
suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu
sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu
pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak
menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat
lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak
menginginkan perkawinanya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana
dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat
dicapai.
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Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan
Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan
mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah
perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena
itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi
terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :
"edi azy oy ozl 8l O laiai u> $Mall pllai pduwdl sl 24
OY oo mt 00 8300 ol ol wai cuzs alho Y T Lgsd
2o oLl 1329 0sell ol azej 3l wle oSy Of olizo | jiw)l
alasdl ™

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
(dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang
demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fighiyah
yang berbunyi:

il (o W) | agle sl lgzg ) azg 3 1 axe Ll p s Sais | 0l

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap
suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami
dengan talak satu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbang pertimbangan
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah
terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh
karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan
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putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan
Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk
kategori talak ba'in shughra, dan dimana pula selama ini Penggugat dengan
Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat
talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak
satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat), terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,-
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Drs. H.
Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori,
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13
April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriyah
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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TTD
TTD
Drs. Herman Supriyadi Drs. H. Nurkholish, M.H.
TTD

Ansori, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Zakiyah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya ATK.Rp 75.000,00
Panggilan & PNBP Rp 245.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Ll
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